BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
o NOMOR T TAHUN 2013

: T ENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN TETAP KEPALA DESA
PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA R

, Ménimbéhg :

. ;Méngi_ngat i: .

a.

DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-

s BUPATI BENGKALIS

.‘bahwa dalam | rangkaf mendukung »peiaksénaéﬂ
~-;‘{‘,Apenyelenggaraan _pemerintahan desa serta pemberdayaan

masyarakat . di Kabupaten Bengkalis, perlu  diatur

oo Pedoman  Pelaksanaan - Pembayaran ‘Tunjangan - Tetap
' Kepala Desa, ‘Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa di Kabupaten Bengkahs :

 bahwa berdasarkan = pertlmbangan ;Vseba'gaimanya
- dimaksud . = dalam  huruf  a, - perlu menetapkan
. Peraturan . Bupati Bengkahs tentang Pedoman

Pelaksanaan Pernbayaran Tun_]angan Tetap Kepala Desa
MPerangkat Desa - dan Badan' Permusyawaratan Desa
~di Kabupaten Bengkahs,~

o Undang—Undang Nomor 12 Tahun ' 1956 tentang
* Pembentukan Daerah. Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
& ,Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
o Repubhk Indonesw Tahun 1956 Nomor 25),

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
<. Negara (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara chubhk Indones1a
. Nomor 4286),

‘Undang- Undang " Nomor 1 Tahun 2004 tentang
- Perbendaharaan ‘Negara (Lembaran - Negara
Repubhk Indonesia - ‘Tahun 2004 Nomor .5, Tambahan
: ,Lembaran Negara Republlk ' Indonesm_ - “Nomor
' ,.‘;_4355)

: Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan‘_
~Pengelolaan = - dan. Tanggung)awab . Keuangan - Negara

(Lembaran Negara’ ‘Republik - Indone31a Tahun 2004

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a

= ‘Nomor 4389),
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Undéng-Undang Nom;)'r"ﬁ' 32 ~Tahun = 2004
tentang .~ Pemerintahan ' Daerah (Lembaran = Negara

' Republik ~ Indonesia ~ Tahun =~ 2004 - Nomor - 125,

Tambahan Lembaran  Negara Republik'  Indonesia

" Nomor 4437), sebagalmana telah diubah beberapa Kkali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun = 2004 tentang -~ Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2008

~ Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a
Nomor 4844), : .

Und‘ang-Undang Nomor 33" . Tahun “2004 tentang

Perimbangan  Keuangan' —antara Pemerintah Pusat
dan - Pemerintahan . Daerah = (Lembaran = Negara
Republik - Indonesia  Tahun =~ 2004 - Nomor 126,
Tambahan ' Lembaran ~ Negara  Republik - Indonesia
Nomor 4438), ST R

. Undang—Undang Noniori 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Pcrundang -undangan (Lembaran'

. Negara Republik Indone31a ‘Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan  Lembaran - Negara Republik - Indonesia
Nomor 5234); : : : '

Peraturan Pemerintah N(v)morv - 58 Tahun 2005 tentang

‘Pengelolaan ~ Keuangan @ Daerah  (Lembaran - Negara

* Republik - Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

. 10.

Lembaraanegara Republik'slndonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2‘00'5'teritang D’esa

(Lembaran Negara Republik Indonesia ~Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); :

‘Peraturan Pemerintah -Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

- 11.

12.

Repubhk Indonesia Nomor 4595),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 - Tahun 2007 tentang

- Pembagian Urusan Pemerintahan -antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan ' Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran ‘Negara
'Republik . Indone31a Nomor 4737), _

Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 13 ‘Tahun 2006

- tentang -~ Pedoman Pengelolaan : Keuangan " Daerah,
sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang  Perubahan Kedua - atas Peraturan - Menteri

‘Dalam Negeri Nomor 13 !Tahun 2006 tentang Pedoman
, Pengelolaan Keuangan Daerah



: Menétapkari'
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13, ‘Peraturan Menten Dalam Negen 35 Tahun 2007 tentang

_;Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan’ dan Pertanggung
| awaban Penyelenggaraan Pemermtahan Desa;

;;,_;14,1;Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;

v'ls."kPeraturan Daerah Kabupaten | Bengkahs Nomor 13

-Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah
‘,?’:Kabupaten Bengkahs Tahun 2007 Nomor 13); '

. 16.’;Peraturan\ Daerah Kabupaten Bengkahs ‘Nomor ”047

‘Tahun 2008 - tentang ‘Pedoman Penyusunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah

o kj,fKabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nomor 04);

‘_1.,‘_117.7Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomorr' 06

~Tahun® 2008 tentang ‘Badan Permusyawaratan Desa
, ;(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008
~ A,:'Nomor 06), e D , ,

. 18.. Peraturan - Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 L
°Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan. Pemerintahan. et
T Daerah Kabupaten  Bengkalis . (Lembaran “Daerah
T vKabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 07), ' '

L 19 Peraturan Daerah Kabupaten . Bengkahs ' Nornor -2

Tahun 2012° tentang 'Organisasi® dan ‘Tata Kerja
: Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
“.dan - Lembaga Teknis ~Daerah  Kabupaten ‘Bengkalis;
»!(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2012

e _{',Nomor 2),. G

MEMUTUSKAN

~PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG -PEDOMAN .
PELAKSANAAN " PEMBAYARAN N TUNJANGAN - TETAP
"KEPALA . DESA, PERANGKAT DESA - DAN BADAN
' ?fPERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BENGKALIS ‘

E : BAB I , :
KE’I‘ENTUAN UMUM L

 ; Pasal 1

.Dalam Peraturan Bupatl 1n1 yang dlmaksud dengan
1 "ﬁDaerah adalah Kabupaten Bengkahs |

“ 2 f;jPemermtah Daerah adalah Bupat1 dan Perangkat Daerah

y _"~~sebaga1 unsur penyelenggara pemermtahan daerah 7

E 3. ; Bupau adalah Bupat1 Bengkahs v

4 'Kecamatan - adalah w1layah kerja?;"c‘afnat © sebagai

: ;Perangkat Daerah Kabupaten Bcngkahs,




- 10.

R

Badan Pemusyawaratan Desa serta dltetapkan dengan,
»Peraturan Desa R a : Sl

o

:_Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

., ,}(2)

C)

| Carﬁat adalah Kepaia Kééamatanj
. Desa .-~ adalah o kesatuan  masyarakat hukum

 yang  memiliki batas-batas wilayah yang berwenang :
‘untuk mengatur ‘dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dlhormatl .dalam 81stem pemerlntahan
Negara Kesatuan Repubhk Indone31a ' ~ '

: ~Pemer1ntahan Dcsa adalah " penyelenggraan urusan
, pemerlntahan ‘oleh  Pemerintah = Desa ~dan Badan

Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul

dan adat  istiadat . setempat yang d1aku1 dan dihormati .
~dalam  sistem - pemerintahan Negara ‘Kesatuan -

Republlk Indonesia;

Pemermtah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagal unsur penyelenggara pemermtahan desa

.':rlBadan Pemusyawaratan Desa selanjutnya dlslngkat BPD'
| adalah lembaga - yang merupakan perwujudan demokra31_
-.dalam - penyelenggaraan pemerintahan desa sebagal unsur A

penyelenggara pemermtahan desa

’I‘unjangan Tetap Kepala Desa dan - Perangkat Desa"

serta ' ‘Badan Permusyawaratan Desa adalah tunjangan

' ‘penghras.llan tetap berdasarkan kedudukan keuangan
Kepala Desa, Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan
Desa yang' bersumber: dari . Anggaran ~ Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkahs

Anggaran Pendapatan o dan s Belanja | Desa
selanjutnya - disingkat : APBDes adalah rencana

keuangan tahunan - pemcnntahan desa yang dibahas
dan .. disetujui. bersama . Pemerintah = Desa dengan

BAB II

C "TUNJANGAN TETAP KEPALA DESA PERANGKAT DESA i

SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
i Pasal 2

'I‘llnjahgan Tétap dlberlkan kepéda Kepala» Desa,

’I‘unjangan Tetap scbagalmana dimaksud dalam ayat (1)
dlbayarkan setlap bulan selama 12 bulan; '

Tunjangan Tetap sebagalmana dimaksud dalam ayat (1)
dibayarkan melalui Rekening Bank dari masing-masing
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa pada Bank yang telah dltentukan ‘ :




4 Besaran ’I‘un3angan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa
- dan Badan Permusyawaratan Desa sebagalmana dimaksud

_,dalarn “ayat (1), dltetapkan & leblh ~lanjut dengan
' Keputusan Bupat1 } . : _

BAB III .
PEMBIAYAAN
Pasa13
' 'Segala' ‘ blaya yang F tlmbul "éik’ilz)at'“kl ditefap'k‘ahﬁyaf‘ i

~ Peraturan Bupati inij, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
“:‘*‘:dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkahs i o

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP - by
Pasal 4
Dengan . dlberlakukannya 'Peréturan'w Bupat1 . ini,

-~ maka ‘Peraturan ‘Bupati Bengkahs Nomor - 14 Tahun 2011
" tentang Pedoman ' Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Tetap
. Kepala Desa dan Perangkat Desa dxcabut dan dmyatakan
-;;\tldakberlaku SRR B »

Pasal 5

E Peraturan Bupat1 1n1 mula1 berlaku pada tanggal dlundangkan

_Agar setlap orang dapat mengetahulnya : memenntahkan ;
: »pengundangan ‘Peraturan Bupati ini dengan penempatannya”
S dalam Berlta Daerah Kabupaten Bengkahs ' : _

| _Dltetapkan d1 Bengkahs o
;pada tanggal 2 Januan 2013 -

"Diundar'igkén di Bengi{élis S
pada tanggal * 2. Januan 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs H ASMARAN HASAN

‘ .>BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
_TAHUN 2013 NOMOR 7 '



